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3

WALIKOTA JAMBI,

bahwa dengan adanya perubahan atas beberapa bahan kebutuhan untuk
‘melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat dan Pegawai,
maka untuk melancarkan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, dipandang
perlu melakukan penyesuaian satuan pembiayaan untuk Perjalanan Dinas
i bag Pejabat dn Pegaal ingungan pemeritah Daerah
dengan kebutuhan nyata, dan memenh Kidihaidah

pengelolaan keuangan, serta kemampuan keuangan doerah;

nuk tercptanya eesiens dan ettt pengelolaan
st Keuanga incar: rtib _ pelaksanaan
penangmgiawsoan Saam mekukan perjianan Drs Dtan Neger
berlu dtinau dan ditetaphan kembali besariya Standar Biaya Perjatanan
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat dan Pegawai diingkungan Pemerintah
Daerah Kota Jambi;

baa berdasarkan pertinbangan sebagamana dinaksud dalam huruf 3
dan hunt b perls menetaplan Peraturan Wallota Jamb tenar

Perjalanan pines Dalam Neger! bagi Pejabat dan Pegawat
Pl ol

Undang-Uncang Nomor 9 Tahun 1356 tentang Pembentuan Daeran
Otanom Kota Besar diingungan Daerah rovins Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 1956 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poolepokok Kepegavaian
(Lembar donesia Tahun 1574 Nomor 55, Tambahan
Lamboran. Negara Resobl ndoncata Nomor 3041 sepagainana. o
lubah dengen Undangncang Nomor 4 Tahun 199 tentang
s Ui mcing el K 57 o ek pick
n (Lembaran N nesia Tahun 1999 Nomor
T Tt e e e AR M
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



S ML NARY SN i St INER S
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentany
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Femertnaten aersh (emikaran Kefa, Repubis oot T 2010
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik (ndanes

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah. (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahon 2005
Nomor' 140, Tambahan. Lembaran. Negara. Repubii.indonesia Nomor
a578);

Feraturan Hentert nla NegetRepublk ndonesa Nomer 2 Taun 1990
tentang Pelaksanaan Perjalanan

Peraturan Henter alam Negert Republk IndonesiaNomar 1 Tahun 2006

7.

diubah dengan Peaturan Menter Dalam Neger Nomor 39 Taha
Sonting Pecbalin aas Peracie Hestes Do Negoy o 13 T
2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kevangan Republik Indonesia Nomor 07/PNK.05/2008

Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Perstran Mentert Kauangan Repui Indonesta Nomr O1/FH.02/2009
tentang Standar Biaya Urum

Peraturan Honter alam Negeri Republk IndonsiaNomar 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Dacrah;

Peraturan ikt Jenders Perbendaharaan Nomor Pt 21/78/2008
ferang PeinyiC Pelakiaaan Peflavan Oiras bt Ot Nege
g1 Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawa Tidak Tetaf

Feraturan Dacrah Ko JamiNomor 07 Tatun 2008 tenang Penetapan
D Paretahe ok Heenaagn Pone ol
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 0

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
ALAM_NEGERI BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota inf yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.



Darah adalah Daerah Kota Jambi.
intahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan _pemerintahan _oleh
Fererima Docrah dan Dewan Pervalio Ryt Doerah et acs ctanor dan
‘pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Luasnya dalam system dan prinsip
Negara Kesatuan Repabik indonesta sebagaimana dimalsud dalam Undang-Uncang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
4. Pejabat Negara, Pegawai Neger dan Pepwll Tidak Tetap acalah acalan Peabat
Negara, Pejabat Negara Lainnya, Pegawai Negeri dan Pegawal Tidak Tetap
setagaimana. dimaked olam. Undang:Undang. Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
gawaian
5. Pejabat Negara Yang selanjutnya disebu Pejabat Negara Lainnya acalah Walhota
dan Wakil Walikota
6. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas

7. Pimpioan Dewan Perwaklan Rakyat Derat seauinya isebut Pimpinan DPRD Kota
Jambi adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Jamt
8 dalah D?ﬂbKnanmm.
5. Pogawal Negor) acalah Pegaual Neger S (P45, Angaota Tentara Hasonal
L0 (POLRI).

10. Pegawal Tidak Tetap adah Pegeval yang diangat doam fngia wnktu tertentu

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat_teknis.
profesional dan [ penailox sengan kebutuhan dan hernasnpuan organisas
m kepegawaian,

11. Pejabat dan p.w., yang seanjutnya disebut Pejabat dan regova dlngungen
Pemerintah Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota Jambi, Pimpinar
DPRD Kota e Peabat Strkturl Fusssons, PegaalNesert St Pegor ek
Tetap, Tenaga il Lainya clinglungan Pemeinah Kota b, seta Angota TN
Jang dperbantukan din diugasan. oleh.instansi Indukrya untu
apentingan hedlasan Pemerah baerah,
12 dtasn Pejsbat yang herwenang adaah Pejtat yang memberdan Petuniky
intah, Persetujuan dan Wewenang kepada kepada Pejabat dan Pegawai
Chinglargon Pemefmah Docra ota b ok meiaakan Poralanan Dinae s
Atasan Pefabat Berwenang dalam hal ni Wallkota dan Wakil Walikota atau dalam hal
oleh Jambi Walikota.

13. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah adalah Pengguna Anggaran yang diberikan wewenang oleh Atasan Pejabat
yang Berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Tugas, Surat_Perintal
Perjalanan dan Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat dan Pegawal yang.
o elosnur ol s b O ol Uk e g et
mendapat pemaiey dari Atasan Pejabat yang B

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah semn]ulnya et X silahSestari Daerah,
Sevetaiat DPRD, Dinas Daerah Lemaaga Teks Docron, Kecamatan, Ketrshan dan
Lembaga lainnya dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambl,

e e s aiemaldoeoo e S D s
Perjalanan kelua
Bl el G o s ks
s e e ey e
yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat

meninggalkan sty ok bepiolak keluar pegert dan dar tempat, tba. d

negeri ke




16. Porflanan Jabatan acaah Perialanan ntuk Kepentingan daerah dari tempat
jukan / tempat tinggal / tempat berada ketempat yang dituju kembali.
1. I.umpsnm ‘adalah Uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah biaya yang dikeluarkan dan diberikan
ia Pegawal dan Pejabat yang ditugaskan dalam rangka Perfalanan Dinas engar
mengguralan kndaraan dinas perasonal roda empt atu lebh berdasrian Jarak
empat kedudukan ke tempat tujian pergi pulang, sesuai dengan
Ui jnts sincer endorain yons digne
. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah Penugasan
kepada Pejabat dan Pegawal berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dari Atasan
Pejabat yang berwenang untuk keperluan perjalanan.
0. Surat perintah Perjalanan Dinss yang seanjutnya disebut SPPD adslah Surat
Perintah kepada Pejabat dan mawm untuk melaksanakan Perjalan;
2. RAMING adalah Rincian
dar blaa yang dkeuaran dan Gbeyarian Bendahora Pengeriaran kepaca Pejabat
elksaclan Priaran D dr et ki i tsmpat

ShanPulang Perh yang. tedi dar Uang Harian Representatif, Biaya
Transport dan Baya Bantuan Bahan Bakar Minyak.
2. Wilayah Wilayah dan menjalankan tugas.
23. Tempat Kedudukan adalah Tempat / Kota Kantor / Satuan Kerja berada.
2.

Tempat Bertolak adalah Tempat / Kota melanjutkan Perjalanan Dinas ke Tempat
Tujuan.

25. Tempat Tujuan adalah Tempat / Kota yang menjadi Tujuan Perjalanan Dinas.

2. Benseﬂn' adalah Penugasan Sementara Waktu.
27. per mpung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesual
A i e i st Ve
2. penguna Anggaran yangselanjutnya dsebut PA aalah Pejabat yag Servenang dan
rtanggung jawab atas penggunaan anggaran pada SKPD dilingkungan Pemerintah
Daerah Kota Jambi.
29. Uang Persediaan yang slanjutya disut U acalah uang muka kerla dengan o
ewling) dberlan lepada Bendatara
Py s it i s e A
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
AB 1l
TUJUAN, KEGIATAN DAN LAMANYA PERJALANAN DINAS
Bagian Pertama
Tujuan Perjalanan Dinas
Pasal 2
" dalah untuk melak pekerjaan
dan sangat diperlukan bagi kepentingan maupun kebutuhan daerah, dengan
mengutamakan prinsip efektifitas dan efesiensi waktu in pembiayaan secara
un merintahan oleh Pemerintah Daerah dan

st
Sebagaimana. diaksud. daam Undang-Undang basar Negra
rptlifindonsie, ey




)

)

meliputi

perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke luar daerah lbukota Provinsi /

Kabupaten / Kota i Luar Pravinsi Jambi;

sl dis e tenpac kil Liac chesh el talipaen 1
ta di Dalam Provinsi Jamt

p«,a\mn ias dar tempat t kedudlan ke dalam daerah lbukota Kecamatan /

Kelurahan / Instanss dalam Kota Jamb,

pasal 3

Pefabat dan pegavai yang, melaanakan peralanan dinas harus teleih ahuly
ndapat persetu etaiah bat Berwenan

s o et Wathcan o s i ot Wl o W WAk
Derhatangan hadic oleh Seksetars Dacra Kota samb! atas nama W

Pejabat dan pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi yang dapat

Walikota dan Wakil Walikota Jambi;
Pimpinan dan Anggota DPRD Kata Jambi;

Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi

Pegawal Negeri Spil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi;

Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara Republik indonesia yang
diperbantukan berdasarkan Instans! Induknya untuk melaksanakan Tugas sebag
‘Afudan, Pengawalan, Pengamanan Walikota, Wakil Wallkota dan Pimpinan DPRD
Kota Jambi

Pegawa Tidak Tetap atau Tenaga Sipil Lainnya yang diperintahkan atau ditunjuk
oleh yang Jalanan Dinas

Isteri Walikota dan steri Wakil Walikata yang diperintahkan atau_ditunjuk oleh
Atasan Pejabat yang berwenang untuk mendampingi Walikota dan Wakil Walikota
dan atay melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
membanku uga-tugas pemerinah seualdenan edudan, Jabatar, g dan
ung jawab yang diembannya dengan menggunakan Biaya Perfalanan Dinas
WallKta untuk ltert Watikota dan Beya Persalanan Dinss Wakil Walhota untuk
Isteri Wakil Walikota.
Pegawal Negeri Sipil Galonyn et doot e dan P Do
dalam hai mendesak / khusus, seperti datam aiperol
s e bamat oo A e s
yang berhak menandatanganinya.

Bagian Kedua
Kegiatan Perjalanan Dinas
Pasal 4
Perjalanan Dinas yang dilakukan Pejabat dan Pegawai dari tempat kedudukan ke

tempat yang dituju dan kembals ketempat kedudukan dalam rangka kegiatan Rapat-
e e

3. rapat koordinasi (Rakor) atau rapat kerja (Raker);
b musyawarah kerja (Muslub,




(2) Perjalanan Dinas yang dilakukan Pejabat dan Pegawai dari tempat kedudukan ke
tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan dalam rangka kegiatan
terdiri dari

a. pameran, promosi dan pengembangan daer:
b.. mengikuti pertandingan dan perlombaan yang membawa nama daerah;

() perilanen Dnes yang diuken Pejaet den Pegovar darl tempat keduduan

vy uju dan kembal ketempat keduckkan dalam rangka. kegiata

meminglatkan kemampuan dan pengotal

pendidikan dan pelatihan (Dikat) teknis maupun mngmn.

bimbingan teknis (Bintek);

trade of training (TOT);

kursus pelatihan dan ketrampilan;

‘whorkshop, seminar, simposium, lokakarya,

sosialsasi dan kegiatan yang sejens;

(4) Perjalanan Dinas yang dilakukan Pejabat dan Pegawai dari tempat kedudukan ke
tempat yang dituju dan kemball ketempat kedudukan dalam rangka kegiatan
Kunjungan Kerja dan Inspeksf terdiri dari
gt lnangunl g cac e Tpae vt Harlesar o

dan LembagalDepartemen/Non Departemen diluar daerah Kota.
b. manghadit pernjan berjasa (HOU), nota kesepaatan deogan pihak lain i
war daerat

. Kunjungan ersahabatan dan kebudayaan ke daerah lain;

. kunjungan kerja, studi banding dan studi lapangan ke daerah lain;

- kunjungan kerja dan inspeksi dalam rangka menghadi undangan kegiatan dan

acara ke lbukota

]t vttt oot meml s i

tempat. yang dituju bill ketempat kedudukan_dalam rangka Kegiata

Koornas dar Konslan ke Lt dan Do Dora erg o

- Haorginas! don kol egiatan e Pemerinah Psat / Larksga Depertamen’/
Non Departer

b. koordinasi dan kunsuum kegiatan ke Pemerintah Provins / Kabupaten / Kota

war daerah Kota

<. koordinasi dan kansullasl 1 hegaan ke Pemerinah rovinsi dan Instans teral

dalam daerah Kota Jam

Pasal 5

Dalam Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatas termasuk pula

Perjalanan Jabatan yang dilakukan dalam hal ni :

2. detasering diluar tempat kedudukan;

b ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat
judukan.



"

Bagian Ketiga
Lamanya Pecjalanan Dinas
Pasal 6

Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan kepada Pejabat dan Pegawai dalam rangka
Perfalanan Dinas ke Ibukota Kecamatan / Kelurahan / Instansi terkait didalam
Uinglungan Pemerinah Dsera Koa Jambi adalah menurut banyaknya harl masa
dinas ketempat tujuar

Lamanya Perjalanan Dinas bag! Pejabat dan Pegavai yang melakukan Peraanan
Dinas untuk keperluan Koordinasi, konsultasi dan_menghadiri Rapat maupun
pertemuan didalam Dacrah Kota Jambi dan atau yang memerlukan wakta sekurang-
kurangaya 6 (enam) jam.

Pasal 7

Perjalanan Dinas ke Luar Daerah diberikan kepada Pefabat dan Pegawai dalam
g’ Peraaren Onas acea e bacaoye har yang) dgnkan ot
mel n Perjalanan Dinas yaitu Lamanya hari masa dinas ditempat tujuar

a«-mb.n T Gatu) har sebelum mata inas dan'1 (atu) i ditambah setel

(Satu) hari untuk dalam rangha perjalanan
Dinas ke Kabupaten dalam Provins Jambi antara lain ke Kab. Satanghari, Mo
Jamb, Tanjab Barat dan Tanjab Tim:

ua) hari untuk dalam rangka Perjalanan
< e Kabupaten daam prosbel Lt araca bl Reffampan)comiare ey
Nerangn, ebe,don e B

Tiga) bt unk dalam rangka Perjalanan

) 3
Dinas antara Lain dengan tu

a. perjalanan dinas ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi antara lain ke
Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh;

5. trart e penganghukan aucan dam hat hars berpic e aat
angkutan lain;

. ditempat bertolak / tiba ke / datang dars Luar Neger.

Selama-amanya 4 (empat) har dalam rangha Perjalanan Dinas ntuk epertan /
keglatan :

. menghdit undann, petemuan, peranfn dan heusama doerss ar bk
ar g

ditugaskan o menetpuh ufan doas dan i, ebaan yeng ladkan dliar

tempat keduduka

. Koordias dan Jonsutast Kegiatan sesua dengan tugas pokok can fungs ke
Pemerintah Pusat



r

(6) Selama-lamanya 5 (Lima) hari dalam rangka perjalanan dinas untuk keperluan /
Kegiatan :
2. rapat koordinast (Rakor) atau rapat kerfa (Raker);
b. sostalisasi / seminar / whorkshop / simposium / lokakarya / konferensi atau

. bimbingan teknis (bintek) / kursus ketrampilan / trade of training (TOT).
(?) Selama-lamanya 6 (Enam) hari dalam rangka perjalanan dinas untuk keperluan /
kegiatan :

2. pendidikan dan pelatihan (Diklat) tekns, Struktural dan Fungsional;
b..promosi dan Pengembangan Potensi Daerah;
. kunjungan kerja dan persahabatan / kebudayaan ke daerah Lain.

(8) Selama-lamanya 7 (Har) hari dalam rangka perjalanan dinas untuk keperluan /
kegiatan

a. studi banding / studi Lapangan ke luar daeran;

b. perlombaan / pertandingan yang membawa nama naerah;

G seteah  dierina Persturan tentang  perubatan  detasering  menjadi
penugaspindal

BAB Il
TINGKATAN , FASILITAS DAN JENIS BIAYA
PERJALANAN DINAS.

Bagian Pertama
Tingkatan Perjalanan Dinas
asal 8

Biaya Perjalanan Dinas untuk keperluan menetapkan Tingkatan Uang Harian dan
Biaya Transportasi bagi Pejabat dan Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota.
Jambi yang melakukan Perfalanan Dinas dapat  digolongkan dalam 5 (Lima)
Tingkatan, yaitu :
a. tingkat B : untuk Walikota, Waki Walikota dan Pimpinan DPRD;
b. tingkat € : untuk Pejabat Eselon I / Anggota DPRD;
c. tingkat D untuk Pejabat Eselon Il / Galongan IV;
d. tingkat € : untuk Pejabat Eselon IV / Golongan Il;

e. tingkat F : untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan Il dan | / Anggota POLRI
Pangkat Brigadr / Tenaga Sipil Lainnya / Pendidikan SLTA.

@ K bagi Anggota TN / POLRI, Pegawa Tidak Tetap dan Ten:
R i g ot S, e St i U
dan Blaya Transportasi Perjalanan Dinas yang bersangkutan disesuaikan dengan jenis
tingkatan Pendidikan, Kedudukan, Golongan dan Kepangkatan pada Pegawai Negeri
Sipil (PNS).



Pasal 9

Pengaturan dari besarnya Jumlah Satuan Lumpsum Blaya Perjalanan Dinas merupakan
dasar pertimbangan dalam menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pegawai dan

jabat yang melakukan Perjalanan Dinas menurut Tingkatannya masing-masing dengan
tidak boleh dikurangi atau ditambah mengenal jumlah satuan-satuan biaya serta dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya pada Peraturan ini

Bagian Kedua
Fasiltas Perjalanan Dinas
Pasal 10
8) By pailaan dos ik hepelin meneaphan Fusltas Penginagan | Hotsl
Pejabat dan Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi yang
ton pr{aanan dnas apat gsanan data 3 (L) Keas, it

a. hotel bintang empat kelas Deluxe : untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan
DPRD, Isteri Walikota dan Iter Wakil Walikota;

b. hotel bintang empat kelas Standar : untuk Pejabat Eselon Il / Anggota DPR
. hotel bintang tiga kelas Standar : untuk Pejabat Eselon Il / Golangan IV;
. hotel bintang dua kelas Standar : untuk Pejabat Eselon IV / Golongan Il

e hote bintangsaty kelas Standar : untuk Pegawa teger Sl (P Golongan
o enaars FOLAS paen BT Tenos il LoneyaPendidion

@ Blaya Prjalanan Dias untukkeperiuen menetaplan Fasltas Trarsportas Angran
jdara, Laut dan Darat) bagi Pejabat dan Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah
Kota mbi yang e e o oatatt hctongia Taaamts  Laeal
Kelas, y
s bk ] aasl0 felsonl ¢ ik Walto, W Walkors. pinphen
DPRD, Isteri Walikota dan Isteri Wakil Walikota;
ekonomi / kelas 18 / eksekutif : untuk Pe]nbnl Eselon Il / Anggota DPRD;
. ekonomi / kelas I A / eksekutif : untuk Pejabat Eselon ll / Golongan I
d. ekonomi / kelas Il A/ eksekutif : untuk Pejabat Eselon IV / Golongan il dan;
ekonomi / kelas Il A / eksekutif pegava Neger Sl () Glongan I
o Aot TH don POLR 1 Tenagh St Laonya | Pendiin

Pasal 11

Pengaturan can Penetapan Tirglatan, Fusitas, Kelas Perginapan / Hotel dn lode
Transportas Angkutan (Udara, Laut dan Darat) bagi Pejabat dan Pegawai dilingkungan
Pemerntah Daerah Kota Jambi yang melakukan Perjalanan dinas datam negert adatah
sebagaiimana tertera pada Lampiran if Peraturan ini.



Bagian Ketiga
Jenis Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 12

Jenis Biaya Perjalanan Dinas yang dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai
Gilingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk melakukan Perjalanan Dinas adalah :
a. Uang Harian terdiri dari :

1. Biaya Penginapan/Hotel;

2. Vang makan;

3. Uang Saku;

4. Angiutan Setempat/Transpor local.

b. Uang Refresentatif hanya diberikan kepada :
1. Walikota dan Ketua DPRD;
2. Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD;
3. Pejabat Esslon Il dan Anggota DPRD;

<. Biaya Angkutan /Transpor meliputi
1. Ongkos Angkutan Darat, Laut, dan Udara sert
2. Retribusi angkutan setempat

4. Bays Dentian Satan Bekar Mok (BEM) dapat diberian fapach Pejsat can
wai yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan Jabatan
o i operaioalroce e ta 4 ke ks Vogeda'
. Pemegang Kendaraan dan atau;
2. Sopir.

Pasal 13

Pengaturan dan Penetapan Satuan Besarnya Jumiah Lumpsum Blaya Per
ot pejabor don Py lighnan Pemeran Docroh o Jano org ot

perjalanan dinas dalam negeri adalah

a ja lumpsum Uang Harian dan Uang Representas) bagi Pejabat dan
melakukan perjalanan dinas adalah sebagaimana tertera pada

Lampiran Iil Feraturan ini.
b, Satuan besarnya umpsum Biaya Transportasi Angkutan (Udara, Laut dan Darat) bagi

satu
Pejabat dan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas adalah sebagaimana tertera
pada Lampiran IV Peraturan i

Satuan besarnya lumpsum Blaya Bantuan Bahan yac GOM) b Pjabat
dan Pegaval yang melakukan’ pejalanan dinas s i

Lampiran V Peraturan



BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS
Bagian Pertama
Uang  Harian
pasal 14

(1) Rinctan Perhitungan Lumpsum Uang Harian terdict dari :
a. Biaya Penginapan/ Hotel,
b. Uang makan,
€. Uang Saku dan
d. Anghutan Setempat /Transport Lokal;

@) oalam hal Perilanan pinas  mengsunakan Kapal Laut/Sungai_untuk wakt
sekurang-kurangnya 24 fam, maka selama waktu transportasi tersebut epa
Pejabat dan Pegawai hanya diberikan uang harfan.

pasal 15

(1) Penetapan perhitungan tauan besamya funlah Lumpsum Uang Harian oleh Pejaba

bat dan Pegawai yang diperintahkan dan _ditugaskan

melalaan perjalaran Y Gias e verdasorian Tingatan dan Lamanys wales
Perjalanan Di

(2) Penetapan satuan besarnya Lumpsum Uang Harian bagi Pejabat dan Pegawai yans

ar m g maryeclaban toemiton, ek hepaa Pejabat dan Pegawal dapat
maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dart besarnya jumlah lumpsu
Uang Harian sebagaimana dimaksud pada Lampiran Il Peraturan ini

(3) Penetapan ya Lumpsu Uog Harian bagi pejabat dan Pegaval yag
e Pttt B s e wan dalam rangka
menglhus Kegatan Whorghop, Seminr, Biiek, Peiatihan, Konlensi » Simposhm,
Desimivas) dan Soslssi aay Keglatan yan sefnis, dimana keglaan terset
diselenggaraan oleh Paitia dar embaga pemerintah departemen’non departemen
diluar kota yang tidak menyediakan akomodasi, maka kepada Pejabat dan Pegawai
Gapat ciberian Uang Hariah sesual engan besanya Jumian umpsum Uang Haria.

pasal 16
Pembayaran Uang Harian kepada Pejabat dan Pegawai dilingkungan Pemerintah Dacrah

Kota Jambi yang melakukan Pecjaaran sl st o i ool
MESUM  sesul toghatan i anyaki digunakan sebelum perjalanay

drae



n Kedua
Uang Representatif

) Tnglatan dn Bessran Lumpsum Uang Representatt bag peabat diegungan
h Daar Kta o esan e aran s e coars
Gapat erion
a. Walikota dan Ketua DPRD Kota Jambi;
b. Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi;
. Pejabat Eselon If dan Anggota OPRD Kota Jambi.
(@) Penetapan perhitungan satuan besarnya jumlah Lumpsum Uang Representatif oleh
Pefabat berwenang kepada Pelabat an Pegawal yang diperinatian dn digasian
elakukan perjahnn ‘Ginas diberikan berdasarkan Tingkatan dan Lamanya waktu
Perjolanan Dina

Pasal 18

Pembayaran Uang Represer pads Pesbat dinglungan Pemerintah Daerah Kota
Jambt yang melaoian Peralanan dinas dbayarkan. daam jumiah sekaligus
“LUMPSUM. Hnghatan dan banyaknya hartyang digunaan scbelum peiotanan

aias Gl
Bagian Ketiga
Biaya Transportasi
1) Tigeatan dan besran Lumpum Blya Trarportas dibeikan kepads Pejeba dan

Pegava dilnghungan Pemerntah Doetah Kot Jomb yang melakugan Perjaanan dar
Pttt

Tepat toan perg poang.

(2) Penetapan perhitungan satuan besarnya jumlah Lumpsum Biaya Transportasi oleh

sesual dengan Jenis Angkutan / Moda transportasi yang digunakan (Pesawat Udara,
Kapal Laut, Bus dan Kereta Api).

Pasal 20
s romparsibosl Pesie n bopas o b el e
Salanan dinas merupakan biaya yang diper
Perja\inin um Cpls et o G bks/x(islun/bnnﬂara/Delabuhnn
rangkatan sampa tempat tujuan pergi pul
Mnbuxl Yrs diangt i trmint ms/xlaxlun/bandam/pelabuh;n sesual peraturan
daerah sete
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Pasal 21

Buktl pengeluarah yang Sah untuk biaya Transportastbagi Pejabat dan Pegaual yong

‘melakukan Perjalanan dinas, terdiri d

That! worportas| dr temoat | Fodudon e ternhal o/ sk bl
pelabuhan pergi pul

Tk o) i oo e S ey pelabuhan ke tempat tujuan
pertt pulangs

& nm lmnxpaﬂa:v Pesawat Udara dilampiri dengan boarding pass atau airport tax,
Tiket Kapal Laut dan ket Bus;

d. Bukti Pembayxvan moda transportasi lainnya.

Pasal 22

Pembayaran Blaya Transporta! epede peabat dan Pegawal dlhghungan peneriniah

Daerah Kota Jambi yang melakukan Peroanan dinas dibayarkan dalam satu jumlah
sekaligus “LUMPSUM * sesual dengan Fasilitas, Kelas dan Moda Transportasi yang
igunaian olh Pejsba dan Pegawa i tuan i T
dinas dimul:

Bagian Keempat
Biaya Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Pasal 23

(1) Besaran Lumpsum Blaya Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagl Pejabat dan
Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi yang melakukan Perjalanan
Dinas ke luar daerah dengan menggunakan kendaraan jabatan dan dinas operasional
roda empat atau lebih dapat diberikan kepada :
a. Pejabat dan;
b. Pegawai yang berkedudukan dan bertugas sebagai Sopir.

(@) Penetapan perhitungan satuan besarya jumiah Lumpsum Biaye Bantuan Sahan
kar Minyak (BBM) oleh Pejabat berwenang kepada Pejabat dan Pegawai yang
mmmnm dan iugasian melaukan peralanan inas e ar darah dibrian
berdasar Tempuh, TipelJenis, Isi Silinder Kendaraan roda empat atau
e yang digunakan oien PeJabat dan Pegaw UK tjuan Perg) Pulan, (7P

Pasal 24

Fermtayatan Blaya Bantuan Baan Bakar Minyak ©BH) kepads Sopi hanya dapat

imungkinkan untuk golongan Il atau Golongan | dalam rangka Perjalanan Dinas ke
o ea atean e i Pt Yoo, b dan berwrang meranciangant et
Perintah Perjalanan Dinas (SPT dan SPPD)

) Pejsba dan Pegaua yang melakukan peraanan dines ke lor dperh dengan

menggunakan fasilitas Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat atau Lebih yang

Sama otk wakty, {empat dan tuan secara bersamarsarma hanya memperoleh uang

harian dan Biaya Bantuan Bahan Bakar Minyak (38M) hanya dibayarkan kepads
Pejabat dan Pegawai Jabatan dan v




Blaya Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pejabat dan Pegawal
dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi yang melakukan Perjalanan dinas ke uar
daer mengqunalan bendaraan dis cpersional, roda enpat aay e

1 sekaligus “LUMPSUM- sesuai dengan Jarak Tempun,
TSty Shinde Kendoraan yang gigunlan olh Pejabat dan Pegaal untuk tuan
Pergi Pulang (°P) sebelum perjalanan dinas dim

KETENTUAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pertama
Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas
Pasal 26

(1) Pejabat dan Pegawai yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan / perintah atasan dari Atasan Pefabat Berwenang
Galam ht i Wallkata dan Wakl Watlkots don atau calam hal berhalangan hadi oleh
Sekretaris Daerah Kota Jambi atas nama Wall

Dalam melakukan Perjalanan Dinas setiap Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD), Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas (Raming) dan Kwitansi
Baya Peralanan Dinas hanya belaku untuk 1 (atu orang yang iperitatian /
ditugaskan;

Pasal 27

Pejabat dan Pegawal yang akan melaksanakan Perfalanan Dinas harus terlebih dahulu
memiliki kelengkapan administrasi sebagai Dasar Penerbitan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD);

@ Kelenglapan scmistrasi urtuk keperluan Dasar_ Penerbitan Surat parintan
Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud paca aya 1 (s9t) iatas melut
Surst O dar osarst tarkalt yang, meslaskan e feperan sk

kegiatan perjalanan _dinas yang berupa : Undangan, Surat Dinas,
Pl Telogam dok ot O dar Pimpian st U Ky
Perintah tertulis (disposisi) pada huruf a diatas dari atasan pejabat berwenar
e bl i Wlkora o Wakd Walota ata dalam bl spala berhalangan
adir_cleh

Selretaris Daeran Kot Jambi atas Walikota  untuk
memerintahkan/menugaskan. Pejabat dan Pegawal melaksanakan. Perjalanan
Dinas sesuai dengan Yugas Pokok dan rm,.n ya.
sus dalam hal
e el oo ot i

ian, Pejabar dan_Pegamal metakianskon. perjlanan
Dinas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang
rwenang.



Bagian Kedua
Kedudukan Pejabat Berwenang dalam
Administrasi Perjalanan Dinas

(1) Dalam hal Pejabat Berwenang melaulan,_perjalanan dinas ke uar Wiayah
abstannya, maka Surat Peritah Tugs (SPT) Pejaba yang berwunang (Kepaa
PD) harus diterbitkan oleh ~ Atasan. Pejabat yang Berwienang dalam hal in
Watht g Wash Watkota atau doars bt apabla ertalangan had alh sefetas
Daerah Kota Jambi dan atau Asisten Sekda Kota Jambi yang ditunjuk atas nar
Walikota.
(@) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melaakan perjalanan dina ke uar Wiayah
Jabatanaya, maka Surat Peritah T impinan dan Anggota DPRD. harus
Kot bt oo ot apabl Beolongan o
e Wkl et DPRD yang iuniuk i Ketsa PR

Pasal 29

(1) Pejabat SKPD) hanya dapat bitki
Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada

Pejaba dan Pegavai di nstans/Unc Kerja yang dipimpinnya uniu melauian
peralanandnas, setelan Pejaba egawa yang bersangkutan mendapat
pertuan carl Atzan Pejabar Gecwarang dalam il nf Walkoea dan ekl

. Galam hat Walikoa dan Waki, Watlkota derhatangan hadi oleh
e et i i o VB
(@) Pelabat yang berwenang memberi berintah dan menandatangan Surat Porintah

Peralanan Dinss (S9PD) harus lebi tingi atau sama kedu
Pejabat dan Peg: Perjtanan Dinas.

Pasal 30
Dalam hal pejabat yang Berwenang (epala SKPD) alan melakukan Perjalanan Dinas,
maka Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh

cman Langsungrya separjang Pefat yang bervenang ot tempat edudkan
‘dengan Atasan Langsungnya;

b. Dirinya Sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal Pejabat tersebut
merupakan Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan Pejabat yang bersangkutan
setelah memperoleh persetujuan / Perintah Atasannya Pejabat yang berwenan,

Pasal 31
D el ererl bt ol Dl e e Con e
akan melakukan Perjalanan Dinas, Pejabat yang Berwenang (Kepala SKP) memiliki
fuges, tanggang Jawab don Kewenangan antara ain
a. menetapkan Penggolongan dan Tingkatan Biaya Perjalanan Dinas, secelah
tujuan dari Atasan Pejabat

b. menetapkan Waktu Perjalanan dinas bagi Pejabat dan Pegawai yang melakukan
Perfalanan Dinas menurut lamanya hari yang digunakan;



d

Ul

menetapkan Satuan Biaya Lumpsum Uang Harian dan Uang Harian bagi Pejabat dan
Fegaval yang melakukan Perjaanan Dinos  menurut Tingkatan. Kedudukan/
Pendidikan/ Kepatutan /Tugas;

menetapkan Satuan Biaya Lumpsum Biaya Transportasi bagi Pejabat dan Pegawai
yang melakukan Perjalanan Dinas menurut Tingkatan/Fasilitas/kelas alat angkutan
yang digunakan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas

eneapian Satuan Bita Lusum Blays Santuan aban Bakar Minyk (GEM) bog
et el Peiolanan Dinas dengan men
Kendaraan Jabatan dan Dinas Operasional ot (T emepe Pl
oo TipelJenise 1t St Kondaraan. yang_digonakan ol pejabat Gon
Pegawa untuk tujuan Pergi Pulang (P

meminta dan menerima laporan hasil pelaksanaan tugas perjalanan dinas dari
pejabat dan pegawai yang dperintahkan untuk melakikan peatanan dinas, setelah
kembali ke tempat kedudukan;

meakukan pembatasan terhadap peaksansan perjalanan dinas intuk bl yang
mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan penghematan dengar
e frokuare, sl or ot o omanya perioanan

Bagian Ketiga
Agenda Perjalanan Dinas

Pasal 32

Katertntrc sl ko Srat vt s saah S i
Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas ( n Rincian Perhitunga
I e Ganky)| e i Peabat yarv;
ng dan atau Pejabat yang berwenang adalah dengan men!
Regron berbitn ST, 5P o Raming gads.Bok Agenda Pejsianan Dinas
Perangkat Daerah

Bentuk Buku Agenda Perjalanan Dinas pada dimasing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk keperluan tertb administrasi dokumen Surat
Perjalanan Dinas adalah terdii dari :

nomor agenda SPT dan SPPD;

tanggal penerbitan SPT dan SPPD;

nama, NIP, dan golongan Pejabat dan Pegawa yang ditugaskan/diperintafikan;
Jabatan dan fnstansi Pejabat dan Pegawa yang ditugaskan/ diperintahkan;
tujuan dan keperluan melakukan Perjalanan Dinas;

tamanya perfalanan dinas;

waktu perfalanan dinas dari tanggal dan sampa dengan tanggal;

Jumlah lumpsum biaya perjalanan dinas.



(Baglan Keempat
Ketentuan Bentuk Administrasi
Surat Perjalanan Dinas.
Pasal 32
Ketntuan Penaturan Bl AdministrasSurt Prjalanan Dinas untuk eperuan dan

Kepentingan Peralanan Dinas Dalam Negeri bag Pejabat dan_Pegaval iinglungan
Pemeriotah Dacrah Kota Jambi adaah sebagar st
bentuk dan contoh Surat Perintah Tugas (SPT), bagi Pejabat dan Pegawai yang akan
melakukan perjalanan dinas dalam negeri adalah sebagaimana tercantum pada
Lampiran V Peraturan ini;

bentuk dan contoh Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Lampirannya, bagi
Pejabat dan Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas dalam negeri adalah
sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan nf;

bentuk dan contoh Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas (Raming), bagi Pejabat dan
Pegawal yang akan melakukan perjalanan dinas dalam negeri adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran VIl Peraturan ini.

BAB V)
KETENTUAN PENERBITAN
SURAT PERJALANAN DINAS
Bagian Pertama
Penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
Bagi Atasan Pejabat Berwenang

Pasal 33

Sogi Atasan pejabt berwenang dlam ol i Valkota dan Wakil Wallkoa Jambiyong
jan perfalanan Dinas Dalam Negeri, maka Surat Perintah Tugas (SPT) Surat

Perintah Perjalanan Dinas s, wmmm Sy Peraran biras @amog)

ditandatangani ofeh Dirinya Sendiri sebaga at

oot arupatan Fejibu ertingl pads et edodutan  Pejioa yang

bersangkutan.

pasat 34

gi Isteri Atasan Pejabat berwenang dalam hal ini steri Walikota dan lsteri Wakil
Wallkota Jamb yang melakuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, maka Surat Perintah
Tugas (SPT) Surat Perintah Perjalanan Dinas (5PPD), Pertitungan Blaya Perjatanan Dinas
(Raming) ditandatangani oleh Atasan Pejabat berwenang dalam hal ini Walikota dan
Wakil Walikota dengan menggunakan biaya perjaanan dinas Walikota dan Wall Walikota.



Bagian Kedua
Penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
Bagi Pejabat Berwenang
Pasal 35

ag Pefabc berwenang dolam fal i Kepala Scuan Ker Perangeat Dacrah (5K70)
rintah Kot Jambi y20g melauian Peilaran D Salam e
eteh oo yand porsan wjvan / Perintah dari Ata
Fejabat Berwenang datam al i Walkots can w.kuw.mu atau dolam ha erhalangan
oleh Sekretari Daerah Kota Jambi atas nama Walikota,
2. ot perioah gas (SPT) ditandaangani oleh Vallkota 630 Waki, Watkas atau
mbi dan
St dalam hal Sevgetars Doeta Kota samb) behatangan hadr itadatangant oin
Aststen Sekretaris Daerah Kot Jambl atas nama Wallkota Jamb;
surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas
(Raming) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
bersangiutan

Bagian Ketiga
Penerbitan Surat Perjalanan Dinas
Bagi Pejabat dan Pegawal
Dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Dacrah (SKPD)
Pasal 36

gt Pefaat, den regovat diinghungan Satuan Kerla Peangiat Doeah (5K60) Y
melaaan Perjalanan Digs Dalam Negert soelah. Peouat dan Poav
e perah st | Sl ot s et B

bi atas )
Pev]xhnn bioss (S5PD) o Perntungan Bova. m,mm Dinas (Raming) ndangen

Bagian Keempat
Penerbitan Surat Perjalanan Dinas
Bagi Pejabat dan Pegawal
Dilingkungan Sekretariat Daerah
Pasal 37

Bagi Pejabat dan Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi yang melakukan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri, sangkutan memperoleh

8

Walikota, maka Surat Perintah Tugas 5P S Poitan erjslanan Dits (5PPD) dan

Perhitungan oleh
e e e oot o ota Lt e s e




Bagian Kedua
Penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
Bagi Pejabat Berwenang

Pasal 35

Bagi Pejabat berwenang dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat bacrah (SKPD)

n Penernah Kot umbl yarg maaukan Prsiarn Do cun o

setalah Pejabat yang bersangutan mer ersetujuan / Perintah dari Atasan

Pejabat Bemonin axlam nl ' Watkot dan Waki Aot st oo hl benalangon
oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi atas nama Walikota, maka -

& surat perintah tugas (SPT) ditandatangani oleh Wallkota dan Wail Waiota atau
‘dalam hal berhalangan hadr ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi dar
atas caam ol secstars Daerah Kot Jambl bertlangan hade ditattangan aien

en Sokretarts Daerah Kota Jambl atas nama Wallkota

surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas
(Raming) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penerbitan Sura perjalanan Dinss
Bagi Pejabat dan Pegaw
Dilingkungan Sbuan Kerjs Perarmsos Daerah (SKPD)
Pasal 36

Bag Pejbat dan pegawsl dingkungan Satuan Kerla Perangiat Daerah (SKPD) yang
inelaikan} Pl ins ¥ Dalam oer{staa pata cin pogmcl vrg
tan memperoleh pers R it e apet o
i Waitern gan Vel w;mm mu calam bal berhatangn oeh SeetarsDaerah
Kota Jambi atas intah T ) Sura
et Dl (57D o Pt By Per]alnnan Dinas (Ramm;) andatangant
yang ber

Bagian Keempat
Penerbitan Surat Perjalanan Dinas
Bagl Pejabat dan Pegawal
Dilingkungan Sekretariat Daerah
Pasal 37

Bagi Pejabat dan Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi yang melakukan

Walikota atau dalam hal berhalangan oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi atas nama
Wallota, maka Surat Peritah Tugas (S°T) ot periah Peciolanan Dinas (59D) dan
Perhitungan olet Kota
e e Tyt oo e o ot b i Sna AR




Bagian Keempat
Ketentuan Bentuk Administrasi

Surat Perjalanan Dinas.

Pasal 32

Ketentuan Pengaturan Bentuk Administrasi Surat Perjalanan Dinas untuk keperluan dan
Kepentingan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Fejabat dan Pegawai dilinghungan
emerintan Daeran Kota Jambi adala sebagat berkut

a. bentuk dan contoh Surat Perintah Tugas (SPT), bagi Pejabat dan Pegawai yang akan

melakukan  perjalanan dinas dalam negeri adalah sebagaimana tercantum pada

Lampiran V Peraturan inf;

bentuk dan contoh Surat Perintah Pejalanan Dina (PD) dan Lampirannys, agi

Peabat dan Pegaval yang akan melsakon peisanan dins dalam negert dalah
gaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan in

bentuk dan contoh Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas (Raming), bagi Pejabat dan
Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas dalam neger adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENERBITAN
SURAT PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama
panertianS s e ines
Bagi Atasan Pejabat Berwenang
Pasal 33

Bagi Atasan Pejabat berwenang dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang

melakukan Perjalanan Dinas Dalam Neger, maka Surat Perintah Tugas (sPT) Surat

perntah erjlanan pinas (S%PD) Pertitungan iaya Perialanan_ Dinas (tamig)

andatangai oleh Dirnya Sendir scbagal aasan langsung dan, dala hal Pejabat
jaba

tribut marupakan Pejabat tercheg! ada. tempat. Keducukas t yang
bersar
Pasal 34
Saghster Atasan Pejabat berwenang dalam hal in sterl Wallkota den sert Wakl
Walikota Jambi yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, maka Surat Perintah
Tuges §P1) urat Perinah Peralnan Dina (5PPD), et Biva Peualanan Dinas
iming) ditandatangani oleh Atasan Pejabat berwenang dalam hal ini Walikota dan

(Rar
i Wtk comgan menggundhan viaya perjtanan o Wllheta dah Wak Walkota.



